Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar Operasional Prosedur atau disingkat dengan SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP juga dapat dikatakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja para karyawan sesuai indikator-indikator administrasi, teknik dan prosedural berdasarkan tata kerja, sistem kerja dan prosedur kerja pada unit kerja yang berkaitan.

Secara umum tujuan dari SOP adalah untuk :

· Agar petugas (pegawai) menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.

· Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi

· Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait.

· Melindungi organisasi (unit) kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.

· Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.

2. Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP)

Fungsi dari Standar Operasional Prosedur (SOP) :

· Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.

· Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.

· Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.

· Mengarahkan petugas (pegawai) untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.

· Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

3. Manfaat dan Kegunaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Manfaat dan kegunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) :

· SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten

· Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan.

· SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat trainning dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pegawai.

Menurut Permenpan No.PER/21/M-PAN/11/2008 manfaat Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah 
· Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.

· SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

· Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas.

· Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.

· Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya.

· Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.

· Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.

· Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.

· Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.

4. Dasar hukum SOP :

1. Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah.

2. Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan  SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

5. Organisasi Perangkat daerah / SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan evaluasi dan verifikasi penyusunan SOP 
· Tahun 2019 :

a. Dinas 

b. Dinas 

c. Dinas 

d. Dinas 

e. Dinas 

f. Dinas 
g. Dinas 
h. Dinas 
· Tahun 2018 :

a. Badan Kepegawaian Daerah

b. Badan Keuangan Daerah

c. Dinas Kebudayaan

d. Dinas Sosial

e. Dinas Koperasi

f. Dinas Energi dan Sumber daya Mineral

g. Dinas Pangan

h. Dinas Kelautan dan Perikanan
i. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
j. Dinas Lingkungan Hidup
· Tahun 2017 :
a. Inspektorat 

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

d. Dinas Kehutanan

e. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

f. Dinas Pengendalian Penduduk , KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
g. Badan Penelitian dan Pengembangan

h. Biro Pemerintahan

i. Biro Humas

j. Bina Bina Mental dan Kesra
k. Biro Umum

l. Biro Kerjasama Rantau.
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